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MENTE AGAMA
KABUPATEN MERANGIN i

NOMOR ; Eﬂ TAHUN 2017
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
BIRRUL WALIDAIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

Menimban -
L e e s st o s i
ur Jenderal Pendidikan lslam Nomor 5877 tahun 2014
tentang Pedoman lzin Operasional Pondok Pesantren terhadap
pondok pesantren Birrul Walidain:
Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh
intansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren
Birrul Walidain perlu diterbitkan izin  operasional bagi pondok
pesantren yang bersangkutan;
¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perdu menetapkan Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kab. Merangin tentang lzin Operasional Pondok
Peszantren Birrul Walidain.

Mengingat - 1. Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masonal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78,
rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Naslonal
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nofmor
41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4436
s¢bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32
tahun 2013 tentang perubzahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Masional Pendidikan ¥embaran Megara
Republik Indonesia tahun 2013 nomar 71, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomar 5410);

3. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Megara Republik
Indonesia tahun 2007 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 47639);

4. Peraturan Pemerintzh Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
[Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 90,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momar 4863);

5. Peraturan Pemerintzh Memor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor
g1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia nomor 4864);
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6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia 5150) sebagaimana telah divbah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Momor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 5157);

7. Pertutan Presiden Noemor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomer 13 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomaor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organizasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Momor 47 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementarian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselen | Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014
tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomar 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Megara serta
sucunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Eementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agama [Berita Negara Republik Indonasia
Tahun 2010 Nomer 592) Peraturan Menterl Agama Nomer 21 Tahun
2014 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri Agama Nomor
10 Tahun 2010 tentang Ovganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 1114];

10, Peraturan Menteri Agama pomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instanii Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indanesia Tahun 2012 Namar g51);

11_Peraturan Manteria Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan
peagamaan [slam [Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2014

Momor 822);

12, Peraturan Mentari Agama Mamor 18 Tahun 2014 tentang Satuan
pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren {Berita Megara Republik
indoneska Tahun 2014 Nomar 927);

Mgmperh:tllnn . 1. Keputusan Diraktur Jenderal Pendidikan Isdam Momor 5877 Tahun 2014
wentang Pedoman Liin Operasional Pondok Pesantren.
3. Hasll Verifikasl Proposal l1zin iperasional Pondok Pesantren Birrul
walidain ocleh Kantor Esmenterian Agama Eabupaten Merangin yang
dilaksanakan pada tanggal 15 November 2016,

MEMUTIUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
MERANGIN TENTANG IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREM BIRRUL
WALIDAIN. d
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SATU :  Menetapkan Pondok Pesantren Birrul Walidain dengan NSPP
500315020056 berhak untuk mendapatkan izin operasional pondak
pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin.

EDUA . pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama
berkewajiban untuk menjaga nama haik lembaga dan menjunjung tinggl
akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan
yanp didasarkan atas Megara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD
1945, dan Bhineka Tunggal lka. Serta menyampaikan |aporan kegiatan
pondok pesantren ke Kantor Kementerid Agama kahb. Merangin.

KETIGA - pondok Pesantren sebagimana dimaksud pada diktum pertama berhak
untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan jslam dan mendapatkan
Fasilitasi, pembinaan serta perlakukan yang dibenarkan sesuai peraturan

perunda ng-undangan balk oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.

alama 5 [Lima] tahun rerhitung mulal sejak tanggal

ERMPAT . Keputusan ini berlaku s
o ditetapkan. celambat-lambatmya 6 (Enam) bulan sebelum kzin npl:la:'liun-ll

terakhir, pondok pesantren sobagaimana dim:l:uud pada diktum pertama
berkewajiban melakukan pemuktahiran kembali,
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN

_ L
PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
NOMOR : B- J'(:-_Jﬁ /HK.05.05/3/PP.0o7/01/2020

Izin Pendirian Pondok Petantren diberikran hepada :

Ef " WALIDAIN

Yang berkudukan di :
Alamat : Jalan Nalo Km. 14
Kelurahan/Desa  : Pulau Baru

Kecamatan : Batang Masumai
Kabupaten/ Kota : Merangin

Provinsi : Jambi

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan |
Republik Indonesia Nomar : B-253) !
15 Agustus 2019,

slam Kementerjan Apama
DLT/ Setl / PP.OOZ ¢ 0872019 Tanggal

Nomor Statistik Pondek Pesantren [ NSPP )

:_Jn- nfljsfnfzaurullglng

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaky sampai

20 Januari 2025

Iy Eﬂfﬂ-nlﬂri Eﬂ!ﬂ
Merangin
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